STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025

oD AN I LU A Y

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi

: 1.

kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karo dan masing-masing sub
bagian yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun
2025 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);




. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023
Tentang  Perencanaan  Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan




B
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1505);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 Tentang  Penyusunan  Daftar  Pemilih
Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

KESATU :  Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP} sub
bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

ini.




KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 5 Januari 2025
PIt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

. ] : KABUPATEN KARO,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
KABUPATEN KARO EKADODY
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masvarakat

DumasarNRiameinda Br Surbakti



Lampiran

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2025

NOMOR SOP : 03 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN 3 Januar) 2025
TANGGAL REVIS! :
TANGGAL EFEKTIF : 3 Januari 2025
DISAHKAN OLEH eIt Sekretaris
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
5 exagasy
SEKRETAR"&TB:‘J‘;:'TSE*NP:'A‘:‘%W UMuM NIP. 19820727 201012 1 006
NAMA S0P RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
DASAR HUKUM : KUAUIFIKAS! PELAKSANA :

1.

4

Peraturan Pemerintah. Nomeor S0 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nemor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentapg
Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran;

Peraturan Menteri Kewangan Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

1. Memiliki kemampuan untuk menyusun program dan anggatan;
2. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pelaksanaan anggaran;
3. Mengetahui tugas dan fungsi program kegiatan.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Rencana Program dap Anggaran Kemisi Pemilihan Umum. 1. Term OF Reference (TOR); 5. Data Capaian Kinerja semua sub bagian;
Kabupaten Kare; 2. Kerangka Acuan Keqa; 6. Laporan Bealisasi Anggaran Belania;

3. Rencana Anggaran Blaya (RAB);

4. Rencapa Kineria ADggaran (RKA);
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Rencana Program dan Anggaran sebagai dokumen dalam
pelaksanasn kegiatan di KPU Kabupaten Kare, Apabila tidak

dilaksanakan
L pembiayaan tidak akan dapat berialan dengan lancar.

sesyal SOP, maka proses pelaksanaan kegiatan dan

Disimpan sebagai arsip manual dan elektronik

SOP NOMOR ; 03 TAHUN 2025 Tanggal 3 Januari 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO KEGIATAN Sekretaris | Kasubbag | Staf Sub Kelengkapan Waktu Output
Rendatin Bagian
Rendatin
1. | Menghimpun data untuk pengusulan Data usulan Draft usylan Rencanaan
anggaran yang hersumber dari hasil i | kebutuhan anggaran | 10 Hari Disposisi Program dan ADgEaran
a0 vong St e U . -
penyusunan anggaran/pegawal dan
form ysylan program kerja/anggaran
2. | Membuat TOR, rencana anggaran s Draft usulan Draft TOR, rencana
biaya dan kerangka acuan kerja. -.. L - Bencanaan Program | 14 Hari Disposisi anggaran biaya dan
dan Anggaran) !
3. | Memeriksa TOR, rencana anggaran Draft TOR, rengana Draft TOR, rencana
biaya dan kerangka acuan kerja. - anggaran biayadan | 2 Hari Dispesisi anggaran biaya dan
kerangka acuan kerangka acuan kerja,
kega
4. | Memeriksa dan Menandatangani TOR, Renstra, KU, TOR, rencana anggaran
rencana anggaran biaya dan kerangka Draft TOR, rencana | 2 Hari PK, RKT, RKA, | biaya dan kerangka acuan
acyan keria * anggaran hiaya dan Data Capaian kerja,
i kerangka acyan Kinerja Sub
N keria Bagian
5. | Mencetak TOR, rencana anggaran \ TOR, rencana Konsep Laporan |  TOR, rencana anggaran
biaya dan kerangka acuan keria . - angearanbiayadan | 1Hari | Kineriayang | biaya dan kerangka acusn.
kerangka acuan sudah diparaf kerja,
keda
6. | Mendokumentasikan TOR, rencana TOR, rencana Konsep Laporan | TOR, rencana anggaran.
anggaran biaya dan kerangka acuan -"f_'- anggaran biayadan | 1Jam Kinerja yang biaya dan kerangka acuan
kerja kerangka acuan sudah diparaf kera,
kega Ketua




NOMOR S0P : 04 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN : 3 Januarj 2025
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF :3 Januarj 2025
DISAHKAN OLEH Pit. Sekretaris
KOMISI PEMILIHAN UMUM )
KABUPATEN KARO ]
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM el mmmm o
KABUPATEN KARO NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERIA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tghun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birekrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun, 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

3. Keputysan Komisi Pemilihan Umum. Republik Indonesia Nomor.
5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018  tentang  Petunjuk  Teknis
Perjanitan Kinsria dan Pelaperan Kiostia di Lingkungan Kemist

1. Memiliki kemampuan untuk mengolah data;

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans: Pemerintah (SAKIP);
3. Mengetahui tugas dan fungsi penywsunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Penyusunan Laporan Kineria Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karo;

1. Rencana Strategis (Renstra):

2. Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Perjaniian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan. (RKT) KPU Karg;
4. Rencana Kiperja Anggaran (RKA);

5.

o

PERINGATAN :

nmrmmom pzummm :

Data m&mnamsub m

KPU Kgbupaten Kare, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka,
proses penyusunan Laperan Kinerja KPU Kabupaten Karg tidak akan

Disimpan sebagai arsip manual dan elektronik

SOP NOMOR 04 TAHUN 2025 Tanggal 3 Januarj 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag | Stafsub | Kelengkapan |  Waktu Output
NO KEGIATAN Ketua Sekretaris. | Rendatin Bagian,
Rendatin
1. | Menugaskan Sekretaris Ogkumen
untuk menyusun PR Program Keria | 30mens |  Disposis
Lapgran Kinerja kPU
Karg,
2. | Megugaskan Kasudbag, v
mengkenseg Laporan
Kinggia KPU Karg,
3. | Memerintahkan .
Pelaksana untuk, Disposis! 30 menit. Disposisi
mengumeulkan bahan:
bahan penywsunen
4. | Mengumaulkan bahan Benstra, KU,
dan materi psnyusuTRn - Diseesist 3 hatl PK, RKT, RKA,
Laparan Kinerja kPU Data Capaian
Kare, l Kingria Sub
5. | Mengalah data dan, i Kansep Laparan
menyusun kensep > Dispesis 5 harl Kineria yang
Laparan Kinerja kPU -:—- sudah diparaf
Karo. bersama dengan. Kasudbag
6. | Memeriksa kensep. Konssp 2 hari Kansen Laparan
laperan kinega. untuk. s Laporan, Kinerja vang
diteruskan kepada - i3 Kingria vang sudah diparaf
sekretaris, sudah diparaf Sekretaris




1. Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun.
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Pemerintahan;

Prosedur Administrasi

3. Peratwran Menteri Keuangan Momor 62/PMK.02/2023,
tentang, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

4. Peraturan, direktur. jenderal Perbendabaraan Nomo Per-

9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang

menjadi, kewenangan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan:
DIPA Pefikan KPU Kabupaten Kare, NoSP. DIPA-
076.01.2 655881/2024 Tanggal 30 November 2023

2
3. Mengetahui lugas operator sakli penganggaran.

TANGGAL PEMBUATAN | 3 Januari 2025

TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF 3 Januar 2025

DISAHKAN OLEH pit. Sekretars

KOMISI PEMILIHAN UMUM i
KABUPATEN KARO : oo
wov . 0%/ Ekadady
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ﬁiﬁj]’g,um 27 201012 1 006
KABUPATEN KARO NAMA SOP PELAKSANAAN REVISI POK/ DIPA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1" Memiliki mengolah data

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pelaksanaan revisi POK/DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karg,

1. Laptop;

2. Aplikasi Sakti Penganggaran.
3 i sakti KPA.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :

Pelaksanaan. revisi POK/DIPA semsu dokumen
pertanggungjawaban atas. perubahan rincian kertas keria
sawan KPU Mn Km agar pelaksanaan kegiatan.

Disimpan. sebagai arsip manual dan elektronik

SOP NOMOR ; 05 TAHUN 2025 Tanggal 3 Jonuari 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI POK/DIPA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
Kasubbag | Staf Sub | Kelengkapan Wakiu Output
NO KEGIATAN Ketua | Sekretaris | Rendatin | Bagian
1. | Menugaskan Berita acara, surat
Sekrefaris unjuk - dari KPURI 30 menit | Disposisi
melakukan revisi
POK/DIPA KPU
Kabupateo Karo
2. | Menugaskan
revisi POK/DIPA
3. | Memerintahkan staf
(operator) unfuk *_ Disposisi 30 menit Dispasisi
mengumpulkan
bahan-bahan revisi
POK/DIPA KPU I
(2]
4. | Mengumpulkan PC/Laptop
dan revisi POK/DIPA - Alat Tulis 2jam
5. | Mengolah revisi, PC/Laptop
il B 2 | e |
¥ am
bersama dengan staf Berita acara aplikasi sakli
(operator) R - v
> | PORDIPA ﬁfm kertas ketia baru kertas kerja
diteruskan kepada. yang sudah 30 menit | baru
sekretaris dan untuk ‘ aplikasi sakli
pewwbahan status
perselujuan di
APROVAL KPA
7. | Mengarsipkan Rincian kerlas
dokumen dan, | ] keria haru KPU
menyampaikan - "- _.- Karo. 30 menit
laporan kepada KPU
RI melalui KPU
Proyinsi apabila.
diperdukan,




| TANGGAL REVISI >
[ TANGGAL EFEKTIF 3 Januar 2025
DISAHKAN OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SN TT 308013 Lite
KABUPATEN KARO NAMA SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMA S
DASAR HUKUM : KUALIFIKA ST PELAKSANA :

1. Peraluran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan,
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun.
2012 tentang Pedoman Penyusunan. Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

3. Peraturan Menter. Keuangan Nemor 62/PMK02/2023,
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran,
mammmmm
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun
2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan,
Kegiatan. Daflar Isian, Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan. Umum Proyinsi. Kemisi Pemilihan, Umum
Kahupaten/ Kota;
5. DIPA Pefikan KPU Kabupaten Karo, NoSP. DIPA-
076.01.2655881/2025 02 2024
 KETERKAITAN :

3. Iugm;j tugas operator sakti penganggaran.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pelaksanaan revisi POK/DIPA Komisi Pemilihan, Umum
Kabupaten Kare,

PERINGATAN :
Pelaksanaan revisi POK/DIPA  sebagai dokumen
pertanggungjawaban atas. perubahan rincian keras keria
mmmmmmmrmmm

SOP NOMOR ; 06 TAHUN 2025 Tanggal 3 Januari 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJIA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA ; MUTU BAKU ETERANGAN
Staf Sub | Kelengkapan, Waktu Output
NO KEGIATAN Ketua | Sekretaris | Rendatin | Bagian
1. | Ketua membedkan Disposisi
arahan | disposisi - 15menit | Notuien
2 %ﬁ“ '
memberikan disposisi - Disposisi 20 menit Notulen
ke Kasubbag untuk
mempersiapkan
penyusunan Reviy
IKU dan membuat.
llgggu;wSll(Thrn
eNYUSUNOYA.
il = 1K
mempersiapkan data Draft IKU 3 had. Disposisi
U
4. | Kasubbag Rendatin Draft SK Tim
Kordinasi dgn Sub 2 hari,
Bagian Hukum dan.
konsep SK Tim
5. | Sekretaris memaral Draft SK Tim Rincian.
Konses SK.Tim ‘ 15 menit | kerias keca
6. | Ketua SK Tim %
menandatangani SK kertas
‘; 10 menit
7. | Kasubbag Redatin Draft Undangan
. ra
draft yndangan 60 menit
penyusunan reviu IKU - o
8. | Sekretaris memaraf - raft Undangan
undangan - — +—
- KU -'—-‘ - 10m
9. [ Ketua Undangan Reviu,
O oo
10. Undangan.
B i 30 meai
11 Ruang Rapat )
#ﬁmmimemﬂdi - 1 jam
2. K Draft IKU it
draft n
- - ~
13 | Kewa l Dokumen
IKU . ’* B
14. | Kasubbag Rendatin | Dokumen IKU
dokumen IKU untuk ﬁ- 2 hani,
dijilid dan,
i laporan.
IKU ke KPU Proyinsi




G TANGGAL REVISI :
< TANGGAL EFEKTIF : 2% 2025
DISAHKAN OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM T R ats =
KABUPATEN KARO NAMA SOP PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB}
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMA S| SRR
DASAI HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

1. Psraturan Presidsn Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunfabilitas Kinena.
Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birpkrasi
Bepublik Indonesia Nomar 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Qperasional Presedur Administcasi Pemerintahan;
yam&mmwmzwmmm

Eeraturan Komisi Bsmilihan, Ymum. Bspubllk, indonesia blma;s Tshyn 2019
tentang Tata Keria Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Provinst,

2

1. Memiliki kemampuan untuk mengolah data pemilih;

2. Mengstzhul tugas dan fungsi Sistem Aplikasi Data Pemilih (SIDALIH),

3. Mengstahui aturan vang berlaky dalam proses penyusunan Daftar Pemilin
Berkelaniutan (OPB) Tahyn 2025.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota:

5. Esman m WMQMM'WMN Nemer. 1 Tahun 2025

T T - ' PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Penywsunan Data Pemilih Berkelanivtan (DPB) Tahyn 2025 di KPU Kabupaten, | 1. Laptop;

Kare: 2. mmmwa cekdptonline. k.pu go.id;
3.
4.
3 -

PERINGATAN : 'ENCATA‘I’AN DAIC PE.NDATMN

Penyusunan Daftar Pemilih Berkelaniytan dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo untuk | Disimpan sebagal arsip. manual dan elektranik

mendata warga negara vang telah memiliki hak memilih dan memenuhi syarat
untuk memutakhirkan Data Pemilih vang digunakan pada Pemilu sebelumnya dan,

melaperkan hasiloya kepada KPU Republik Indonesia secara periede yaitu 3 (tiga)
| bulen sekali

SOP NOMOR ; 15 TAHUN 2025 Tanggal 28 Maret 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
Kasubbag staf Sub Kelengkapan, Waktu Output
NO KEGIATAN Ketua/ Div. | Sekretaris, Rendatin, Bagian
Data Rendatin
T
agar Subbag Data KPU - Disposisi 3 bulan
zoz‘mﬂpﬁ Tahun,
2. | Menugaskan Kasubbag |
Data untuk mengkonsep 5 har
formulir yang diperukan Disposisi
sesyai PKPU gp’ﬁ Juknis,
3. | Memerintabkan. Pelaksana. Dokumen bukti, | 3 bulan
untuk mengumpulkan wm
DPB melalui hasil koordinasi yang
. 3 s huan
dengan stakeholder sesuai Surat Tugas.
PKPU dalam penyusunan Alat Tulis,
%.It’.ﬁ) Tabun 2025 htm X
(
5. input data dan l ﬁm«m Jhulan | BA dan,
verifikasi data pemilih bagi Surat Tugas.
pemilih yang telah Alat Tulis, DPB e
aplikasi sidalih. Internet/wi-fi 3 bulan.
6. | Memastikan data yang di 1 PClLaptop 3 bulan
entry dalam sidalih. Surat Tugas.
ditetapkan dalam BA Pleno, - Alat Tulis,
DPB secara
Jaringan
Internet/wi-fi
7. | Melalui kasubbag data dan, PCALapt 3 hari BA dan
aptop
KPU Surat DPB
s *—-*—-*—ﬁ iy s
proses penyusunan DPB 7 3 hulan,
untuk selanjutnya Internet/yi-fi
ditanda tangani oleh KPU
Berita Acara Rapat Pleno
kepada KPU RI melalui KPU
N
8. PC/Laptop 2 hari.
selurub proses rekapitulasi Surat Tugas.
dan verifikasi DPB yang —-- Alat Tulis
dilakukan kepada KPU RI
“KPU b :
9. | Memastikan data yang di N PCillaptop | Selama
entry dalam si Surat Tugas. | Tahapan
ditetapkan dalam DPB \-——o - Alat Tulis DPB
seliap periode telah dikunci
dan diinventarisic dengan Internet/yi-fi




Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 5 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO EKADODY
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DumasarpARiameinda Br Surbakti



